PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 20 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka mempercepat $rgeamanfaatan Benda

Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam untukeRg&pgan
sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekononly psmperjelas
status Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Teéagge

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanagiichdiklam huruf
a, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 19 T200mn tentang
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Bartarga Asal

Muatan Kapal yang Tenggelam;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Daksgara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang PahgesJnited
Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tah@8?2)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nome,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBit#9)3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang BenaigatCBudaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 M@noTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang ...



4.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perdinaonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nom8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoGwr)3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedbamdan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dorb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBtei ¢

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pataban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nouib,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom#B7}4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaterindang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rédpuidonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelay@embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentelgksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendar(Big@aya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Norh,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&it$)3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenf@eggelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Refulnidonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4609);

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tenRamgtia Nasional
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga AsgbhiMapal

yang Tenggelam;

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN TAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG
TENGGELAM.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nohofabhun 2007
tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanf&&nda Berharga

Asal Muatan Kapal yang Tenggelam diubah sebagdiuier

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keselurutemal 2 berbunyi

sebagai berikut:
“Pasal 2

(1) BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal BMKT sebagaimana dimaksud pada ayBt (
memenuhi unsur-unsur:
a. nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu p&atguan, dan
kebudayan bangsa Indonesia;
b. sifatnya memberikan corak khas dan unik;
c. Jjumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka;
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bimkndp cagar

budaya, dinyatakan menjadi milik negara.”

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehinggalkesan Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

“Pasal 4

PANNAS BMKT mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan kegiatan departemen dannsistain

yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT,;

b. menyiapkan peraturan perundang-undangan dan
penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaanTBMK

c. memberikan rekomendasi mengenai izin survel,
pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat y
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan peginda
undangan;

d. menyelenggarakan  koordinasi kegiatan = pemantauan
pengawasan, dan pengendalian atas proses survei,

pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;

e. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tuygisg
sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

PANNAS BMKT memanfaatkan BMKT yang tidak dingkain
sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan panatu

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT adap
mengundang dan/atau meminta pendapat dari ingtanserintah

dan/atau pihak lain.”

Pasal Il ...
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Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tangdeiieghkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



